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Mengingat 

BUPATI PAMEKASAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN 
NOMOR 42 TAHUN 2015 

TENTANG 

RENCANAINDUKPENGEMBANGAN 
SISTEM PENYEDIMN AIR MINUM KABUPATEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PAMEKASAN, 

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan 
Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum; 

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3046); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 
Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 
53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4490); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4858); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang 
Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859); 

13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 1451.K/ 10/MEM/2000 tentang Pedoman 
Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang 
Pengelolaan Air Bawah Tanah; 

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan 
Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah 
Air Minum; 

1 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem 
Penyediaan Air Minum; 

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
01/PRT/M/2009 tentang Pemyelenggaraan Sistem 
Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan; 



Menetapkan 

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerja Sama 
Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum; 

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
492/MENKES/PER/IV /2010 tentang Persyaratan 
Kualitas Air Minum; 

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
07 /PRT/M/2013 tentang Pedoman Pemberian Izin 
Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum oleh Badan U saha dan Masyarakat untuk 
Memenuhi Kebutuhan Sendiri; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 
Seri E) ; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 15); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA 
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 
KABUPATEN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

INDUK 
MINUM 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan. 
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 
4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang 

selanjutnya disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15 
- 20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan 
air minum jaringan perpipan dan bukan jaringan perpipan berdasarkan 
proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam 
beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta 
di:rnensi- dimensinya. 

5. RI SPAM Kabupaten adalah Rencana Induk Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum pada wilayah Kabupaten Pamekasan. 

6. RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan. 



7. Perusahan Daerah Air Min um Kabupaten Pamekasan yang selanjutnya 
disebut PDAM adalah perusahaan daerah air minum milik Pemerintah 
Kabupaten Pamekasan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 5 Tahun 1978 tentang 
Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan 
Nomor 15 Tahun 2011. 

8. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air 
baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukan, cekungan 
air tanah dan/ atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu 
sebagai air baku untuk air minum. 

9. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses 
pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat 
kesehatan dan dapat langsung diminum. 

10. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang 
sehat, bersih, dan produktif. 

11. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM 
merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari 
prasarana dan sarana air minum. 

12. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, 
memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik 
(kelembagan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) 
dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum 
kepada masyarakat menuju keadan yang lebih baik. 

13. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu 
wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu 
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi 
menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya 
dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut. 

14. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut 
Penyelengara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik 
daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat 
yang melakukan penyelengaran pengembangan sistem penyediaan air 
m1num. 

15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan. 

16. Sadan Lingkungan Hidup adalah Sadan Lingkungan Hidup Kabupaten 
Pamekasan. 

17. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas 
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pamekasan. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) RI SPAM Kabupaten disusun untuk menjamin kelangsungan dan 
konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap 
pengembangan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Pamekasan. 



(2) RI SPAM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
pedoman dalam : 
a. merencanakan pengembangan SPAM secara keseluruhan dan terpadu, 

baik sistem dengan jaringan perpipaan maupun non jaringan untuk 
jangka panjang; dan 

b. merencanakan pengembangan SPAM secara keseluruhan dan terpadu, 
baik sistem yang dilayani oleh PDAM maupun non PDAM. 

(3) RI SPAM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal­
hal sebagai berikut: 
a. kondisi umum daerah; 
b. kondisi sistem penyediaan air minum eksisting; 
c. standar perencanaan; 
d. proyeksi kebutuhan air; 
e. potensi air baku; dan 
f. rencana pengembangan SPAM. 

(4) RI SPAM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantun 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
JANGKA WAKTU 

Pasal 3 

(1) RI SPAM Kabupaten ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) 
tahun. 

(2) RI SPAM Kabupaten yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 
(lima) tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan 
memperhatikan perkembangan tata ruang wilayah Kabupaten. 

(3) Tanggung jawab peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang dibentuk dengan Keputusan 
Bupati. 

BAB IV 
PENYELENGGARA, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN 

Pasal 4 

(1) Pengembangan SPAM diselenggarakan oleh PDAM. 
(2) Pengawasan dan Pemantauan terhadap pelaksanaan RI SPAM 

Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan 
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang. 



BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan. 

Diundangkan di Pamekasan 
pada tanggal 31 Desember 2015 

SEKRETARIS DAERAH 

KAB'qPAME~SAN, 

AL"wJ -

Ditetapkan di Pamekasan 
pada tanggal 31 Desember 2015 

BUPATI PAMEKASAN, 

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 42 


